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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik dari Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan Cacat
Kehendak Dalam Perjanjian

Istilah penyalahgunaan keadaan dialih bahasakan dari bahasa Belanda
(misbruik van omstandigheden), dan dalam sistem comman law (undue influence)
selain undue influence dikenal pula dengan unconscioability, yang keduanya
berbeda meskipun keduanya memiliki persamaan yakni keduanya didasarkan pada
adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak . Black’s Law
Dictionary memberikan rumusan undue influence adalah penyalahgunakan
posisi/keadaan untuk mengambil keuntungan dari pihak yang lemah. Bila kontrak
terbentuk atas dasar ketidakpatutan atau ketidakadilan yang terjadi pada suatu
hubungan para pihakyang tidak seimbang, maka hal itu dinamakanundue influence
(hubungan yangberat sebelah), namun bila ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan,
maka hal ini dinamakan unconscionability (keadaan yang berat sebelah).

Dalam membuat suatu suatu hubungan hukum atau perjanjian, yang
pertama kali diperhatikan agar perjanjian yang dibuat itu sah harus berdasarkan
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menentukan untuk sahnya perjanjian
diperlukan empat syarat:

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat perjanjian;
c. suatu hal tertentu;
d. suatu sebab (causa) yang halal.

Dalam unsur kesepakatan dapat terjadinya suatu cacat kehendak, cacat kehendak
(wilsgebreke) terjadi jika terdapat suatu keadaan yang tidak normal, dalam arti
terdapat unsur-unsur kekeliruan / kesesatan (dwaling), kekearasan atau paksaan
(berdreiging,atau dwang), penipuan (bedrog) dalam proses terjadiya kesepakatan
yang dilakukan oleh satu atau lebih pihak yang membuat kontrak sebagaimana
diatur dalam pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 KUHPerdata, lalu lahir
kemudian dalam perkembangan hukum kontrak cacat kehendak yang keempat
ialah penyalahgunaan kadaan (mibsbruik van omstandigheden) yang tidak diatur
dalam KUHPerdata namun penyalahgunaan keadaan ini berkembang melalui
doktrin dan yurisprudensi, penyalahgunaan keadaan memiliki dua unsur yang harus
dipenuhi yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, dan adanya
penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.
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Menurut Pasal 1321 KUHPerdata yang mengatur bahwa tiada sepakat yang
sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan
paksaan atau penipuan. Dalam pasal ini menegaskan bahwa kesepakatan yang
mengandung cacat karena kekhilafan/kesesatan, bukanlah merupakan kesepakatan
yang sah (van geene waarde) atau dengan kata lain, kesepakatan tersebut menjadi
tidak berharga. Hal tersebut berarti bahwa dalam hal adanya kekhilafan, paksaan,
dan penipuan tidak lahir suatu perjanjian.

Pasal 1322 KUHPerdata yang mengatur bahwa kekhilafan tidak
mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi
mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.Kekhilafan itu tidak
menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang
dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian
itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut. Dalam pasal ini
kehilafan untuk dapat batalnya suatu perjanjian adalah berdasarkan objek
perjanjian.

Pasal 1323 KUHPerdata yang mengatur bahwa paksaan yang dilakukan
terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya
perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk
kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat. Dalam pasal ini
menerangkan alasan untuk batalnya suatu perjanjian karena adanya unsur tekanan.

1324 KUHPerdata yang mengatur bahwa paksaan terjadi apabila tindakan itu
sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada
orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya,
terancam rugi besar yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal tersebut,
harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

1325 KUHPerdata yang mengatur bahwa paksaan menjadikan suatu
perjanjian batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang
membuat perjanjian, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau
keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.

1326 KUHPerdata yang mengatur bahwa rasa takut karena hormat terhadap
ayah, ibu atau keluarga lain dalam garis ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak
cukup untuk membatalkan perjanjian.

1327KUHPerdata yang mengatur bahwa pembatalan suatu perjanjian
berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti
perjanjian itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika
telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat
dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya.

1328 KUHPerdata yang mengatur bahwa penipuan merupakan suatu alasan
untuk membatalkan suatu perjanjian, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu
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pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan
mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya
dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

Cacat kehendak terhadap terjadinya perjanjian adalah bahwa suatu
perjanjian terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mempunyai pengaruh
atas dibolehkan atau tidaknya sebab penjanjian. Apa yang ingin dicapai oleh
para pihak ternyata dibawah pengaruh penyalahgunaan keadaan, yaitu
merugikan salah satu pihak. Maksud dan tujuannya adalah merugikan salah
satu pihak, sehingga ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan
ketertiban umum dan kebiasaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1335
jo Pasal 1337 KUHPerdata. Pasal 1335 KUHPerdata yang mengatur bahwa suatu
perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau
terlarang, tidak mempunyai kekuatan jo Pasal 1337 KUHPerdata yang mengatur
bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila di larang oleh undang-undang, atau
apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Hanya bila
bertitik tolak pada asas iustum pretium dapat ditentukan bahwa kerugian yang
tidak pantas terhadap salah satu pihak menyebabkan perjanjian itu tidak
dibolehkan.

Terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan
belum adanya (waktu itu) ketentuan Burgerlijk Wetboek (Belanda) yang mengatur
hal itu. Di dalam hal seorang hakim menemukan adanya keadaan yang
bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan hakim yang
membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian. Penyalahgunaan
keadaan berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat terjadinya kesepakataan,
yang membuat satu diantara dua pihak berada dalam keadaan tidak bebas untuk
menyatakan kehendaknya. Penyalahgunaan keadaan ini adalah bentuk dari cacat
kehendak.

Bahwa pengalahgunaan keadaan tidak hanya berisi prestasi yang tidak
seimbang, tetapi juga terhadap keadaan-keadaan yang berperan pada
terjadinya kontrak, yaitu menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi
kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan
kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Penyalahgunaan keadaan
masalahnya adalah mengenai keunggulan pihak yang satu terhadap pihak yang lain.
Keunggulan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu keunggulan yang bersifat
ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Persyaratan-persyaratan dalam
penyalahgunaan keunggulan ekonomis yaitu adanya kelaziman kerugian yang jelas
secara konkrit dapat dinyatakan dengan uang dan dalam penyalahgunaan
keunggulan kejiawaan yaitu kelaziman kerugian yang jelas secara konkrit dapat
dinyatakan dengan adanya tekanan dan kerugian secara psikologis.



40

Penyalahgunaan keadaan tidak diatur dalam KUHPerdata sebagai produk
hukum kolonial Belanda yang tetap berlaku di Indonesia sampai saat ini. Namun,
ketiadaan aturan hukum positif tidak berarti bahwa penyalahgunaan keadaan tidak
dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus perdata di Indonesia. Buktinya,
ada dua putusan Mahkamah Agung (MA) yang dapat dianggap sebagai
yurisprudensi, yang dalam konsiderannya memuat pertimbangan terjadinya
penyalahgunaan keadaan oleh satu diantara dua pihak yang melaksanakan kontrak,
yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904K/Sip/1982 (perkara Luhur Sudoro/
Ny. Oei Kwie Lian cs) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431/Pdt/1985
(perkara Sri Setyaningsih/ Ny. Boesono cs).

Menurut J. Satrio menyatakan bahwa:
Penyalahgunaan keadaan sejak semula tidak dapat dibenarkan oleh hukum.
Sebenarnya, penyalahgunaan keadaan sejak dulu dimasukkan sebagai keadaan
yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan baik (goede
zeden). Jadi ada anggapan sebab yang terlarang sama dengan “isi” kontrak
tidak dibenarkan. Padahal, penyalahgunaan keadaan tidak semata-mata
berkaitan dengan isi kontrak, karena isinya mungkin tidak terlarang, tetapi
mungkin ada sesuatu yang lain, yang terjadi pada saat lahirnya kontrak, yang
menimbulkan kerugian pada satu diantara dua pihak50.

Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi kebebasan
berkontrak, berhubungan dengan terjadinya suatu kontrak, bukan karena suatu hal
(causa) yang tidak dibolehkan. Penyalahgunaan keadaan tidak semata-mata
hanya berhubungan dengan isi perjanjian, melainkan berhubungan dengan apa
yang telah terjadi pada saat lahirnyasuatu perjanjian karena salah satu pihak dalam
pembuatan perjanjian tidak bebas menentukan kehendaknya dalam kontrak.
Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada
terjadinya kontrak, yakni menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi
atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak
yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. “Penyakit sesungguhnya tidak terletak
pada causa yang tidak dibolehkan, tetapi terletak pada cacat kehendak51”.
Seseorang yang memiliki keunggulan posisi tawar yang lebih unggul akan dapat
mendominasi dan mempengaruhi kehendak pihak lainnya dalam suatu kontrak,
sehingga pihak lain terpaksa mengadakan kontrak tersebut. “Sedikit banyaknya
harus ada kedudukan terpaksa dari pihak yang membutuhkan, dimana dalam

50J. Satrio.Op.Cit., h. 230.
51J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, Penyalahgunaan Keadaan, Kursus

Hukum Perikatan, Bagian III, terjemahan Sudikno Mertokusumo, Dewan Kerjasama
Ilmu Hukum Belanda DenganIndonesia, Medan, 31 Agustus - 12 September 1987, h. 11
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keadaan itu tidak ada alternatif riil untuk membuat kontrak dengan orang lain, dan
dengan demikian tidak ada kemungkinan untuk mengadakan kontrak yang riil52”.

Pada penyalahgunaan keadaan masalahnya adalah mengenai keunggulan
pihak yang satu terhadap pihak lainnya. “Keunggulan itu tidak saja hanya bersifat
ekonomis, tetapi juga keunggulan kejiwaan atau keduanya, baik keunggulan
ekonomis maupun keunggulan kejiwaan53”. Apabila dilakukan penyalahgunaan
keunggulan, terjadilah penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi
karena adanya inequality of bargaining power yang tak dapat dihindari oleh pihak
yang lemah dan pihak yang lebih kuat menyalahgunakannya dengan memaksakan
isi kontrak yang memberinya. Posisi yang berbeda-beda dari para pihak dalam
membuat perjanjian dapat menimbulkan perjanjian yang isi perjanjiannya
mengandung atau memuat penyalahgunaan keadaan (misbruik van
omstandigheden). Penyalahgunaan ini dapat terjadi jika suatu perjanjian lahir
karena adanya keunggulan salah satu pihak, baik keunggulan ekonomi, keunggulan
psikologi, maupun keunggulan lainnya.

Walaupun demikian, secara umum hanya dikenal dua kelompok
penyalahgunaan keadaan yaitu penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan
karena keunggulan psikologis, Disamping itu, Lebens De Mug, masih
menambahkan kelompok penyalahgunaan ketiga yaitu kedaan darurat
(noodtoestand), namun pendapat ini biasanya dimasukkan dalam kelompok
penyalahgunaan karena adanya keunggulan ekonomi. Syarat-syarat adanya
penyalahgunaan keadaan oleh Van Dunne diadakan pembedaan penyalahgunaan
karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, sehingga dapat
dipergunakan sebagai alasan pembatalan perjanjian, sebagai berikut :

a. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis:
1) satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
2) pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.

b. Persyaratan-persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan
kejiwaan:
1) Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relative, seperti

hubungan kepercayaan istimewa, seperti antara orang tua dan anak;
suami isteri; dokter– pasien.

2) Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari
pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa; tidak berpengalaman,
gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan
sebagainya54.

52Ibid., h.19.
53Ibid., h.16.
54Ridwan Khirandy 1, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan,

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta,2013, h. 235.
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Van Dunne menjelaskan bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi karena
ada dua unsur, yaitu kerugian bagi satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh
pihak lain, yang menimbulkan sifat perbuatan, yaitu adanya keunggulan pada satu
di antara dua pihak, yang bersifat ekonomis dan/atau psikologis55. Keunggulan
ekonomi yang menyalahgunakan keadaan terjadi jika posisi kemampuan ekonomi
kedua belah pihak tidak seimbang, sehingga satu daintara dua pihak tersebut
bergantung kepada yang lain. Selanjutnya, keunggulan psikologis yang
menyalahgunakan keadaan boleh jadi tidak ada ketergantungan ekonomis, tetapi
satu diantara dua pihak mendominasi secara kejiwaan, yang secara kondisional
tercipta, karena: Pertama, adanya ketergantungan relatif, misalnya antara majikan
dan buruh, pelaku usaha dan konsumen, bank dan nasabah, dokter dan pasien,
advokat dan klien; kedua, satu diantara dua pihak menyalahgunnakan keadaan
pihak lain untuk kepentingannya, misalnya, yang bersangkutan kurang sumberdaya
(kurang pengalaman dan pendidikan) dan/atau kurang informasi.

J. Satrio, melengkapi pendapat Van Dunne, menegaskan bahwa ada enam
faktor yang dapat dianggap sebagai ciri dari penyalahgunaan keadaan, yaitu;

(1) Pada waktu menutup kontrak, satu diantara dua pihak ada dalam keadaan
terjepit;

(2) Karena keadaan ekonomis, kesulitan keuangan yang mendesak;
(3) Karena hubungan atasan-bawahan; keunggulan ekonomis pada satu

diantara dua pihak; hubungan majikan-buruh; orang tua/wali – anak yang
belum dewasa;

(4) Karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan pertologan dokter ahli;
(5) Kontrak yang mengandung hubungan yang timpang (prestasi yang tidak

seimbang); pembebasan majikan dari resiko dan menggeserenya menjadi
tanggungan si buruh;

(6) Kerugian yang sangat besar bagi satu diantara dua pihak56.
Deane J. menyatakan bahwa “doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik

van omstandigheden) dan/atauundue influence dipandang dari akibat
ketidakseimbangan terhadap pemberian kesepakatan dari pihak yang
dipengaruhi57”, sedangkanunconscionability dipandang dari kelakuan pihak yang
kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang
yang lemah, apakah sesuai dengan kepatutan. Dalam kasus undu influence harus
ada suatu bentuk eksploitasi oleh salah satu pihak atas pihak yang lebih lemah.
Pihak yang berupaya membatalkan transaksi dengan dasar undue influence, harus

55Van Dunne. Diktat Kursus Hukum Perikatan, Terjemahan oleh Sudikno
Mertokusumo, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, h. 9.

56J. Satrio. Op. Cit, h. 25.
57Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law, Jakarta: Sinar

Harapan, 1993, h. 113.
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membuktikan bahwa transaksi itu tidak jujur, bahwa dia pihak yang tidak bersalah
telah dirugikan. Pihak lainnya harus melindungi diri dengan membuktikan bahwa
sudah ada nasihat profesional dan independen yang telah diberikan sebelum
transaksi diadakan.

Dan berdasarkan Buku 3, Pasal 44 ayat (1) NBW, Nieuwenhuis
mengemukakan 4 (empat) syarat adanya penyalahgunaan keadaan, sebagai berikut:

a. keadaan-keadaan istimewa, seperti: keadaan darurat, ketergantungan,
ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman;

b. suatu hal yang nyata, disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau
semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak
(hatinya) untuk menutup suatu perjanjian;

c. penyalahgunaan, salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu
ataupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya
tidak melakukannya.

d. Hubungan kausal adalah penting bahwa tanpa penyalahgunakan keadaan
itu maka perjanjian itu tidak ditutup58.

Apabila dalam kontrak tertentu diminta harga atau bunga yang terlalu
tinggi. Dalam hubungan kontrak dapat dilihat adanya keunggulan pada salah satu
pihak terhadap yang lain. Ini menyebabkan pihak dari yang secara keunggulan
ekonomis berkuasa untuk mendapatkan prestasi tertentu yang sangat dibutuhkan
pihak lawan, sekalipun kontrak itu merugikan, keadaan ini yang memaksanya
berbuat demikian. Misalnya hubungan majikan dengan pekerja, penyewa dengan
yang menyawakan, peminjam dengan yang meminjamkan dan sebagainya.
Penyalahgunaan kedudukan ekonomis yang lebih kuat sering tampak pada kontrak-
kontrak baku, dimana terjadinya dipengaruhi oleh penyalahgunaan keadaan. Hal ini
sering berhubungan dengan klausula eksonerasi, dimana pertanggungjawaban
pihak yang ekonominya lebih kuat bergeser ke pihak yang ekonominya lemah.
Penyalahgunaan keunggulan ekonomis, terletak pada inequality of bargaining
power dimana pihak yang lebih lemah dan pihak yang secara ekonomis lebih
berkuasa menyalahgunakannya dan memaksakan kehendaknya dari perjanjian yang
memberinya keuntungan yang tidak seimbang dengan demikian dapatdikatakan
bahwa dalam penyalahgunaan keadaan ekonomis, satu pihak harus mempunyai
keunggulan ekonomis terhadap yang lain dan pihak lain terpaksa mengadakan
perjanjian.

Adapun penyalahgunaan dengan keunggulan ekonomis ialah penerapan
kalusula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pijak yang memiliki kedudukan
lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah. Menurut Meriam

58H.P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)
Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian, Liberty, Yogyakarta, 2010, h. 39.
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Darus Badrulzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonserasi yang
meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditor) untuk membayar
ganti kerugian pada debitur memiliki ciri sebagai berikut:

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor yang posisinya relatif lebih
kuat daripada debitur.

b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian

tersebut.
d. Tentuknya tertulis.
e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual59.

Pendapat Meriam Darus Badrulzaman di atas menempatkan posisi kreditor
dalam posisi yang lebih kuat, padahal dalam kenyataanya, kreditor tidak selamanya
memiliki posisi yang lebih kuat daripada debitur karena dalam kasus tertentu posisi
debitur justru lebih kuat darpiada kreditor, dan justru debiturlah yang merancang
kontrak baku. dengan demikian, pendapat diatas tidak selamanya dapat
dibenarkan.Karena kontrak baku ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang
secara teoritis masih mengandung perdebatan khususnya dalam kaitannya dengan
asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian, di bawah ini juga akan
dikemukakan berbagai pendapat tentang kontrak baku.

Sluijer mengatakan bahwa kontrak baku bukan merupakan perjanjian,
sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk
undang-undang swasta (legio particuliere wetgever). Syarat-syarat yang ditentukan
pengusha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian.

Pitlo menggolongkan kontrak baku sebgai perjanjian paksa (dwag
contract), yang walaupun secara teoritis yuridis kontrak baku ini tidak memenuhi
ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun
kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan
keinginan hukum.

Stein mencoba memcahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat
bahwa kontrak baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya
kemauan dan kepercayaan (fictie van wil en vertrouven) yang mengakibtkan
kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu . jika debitur
menerima dokumen perjajian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada perjanjian
tersebut.

Aser Rutten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani
perjanjian, bertanggung gugat pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada

59Meriam Darius Badrulzaman. Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, 1994, h.
50.
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orang yang membubuhkan tanda tangan pada folmulir perjanjian baku, tanda
tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan
mengetahui dan menghendaki isi folmulir yang ditanatangani. Tidak mungkin
seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Hondinus dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku
mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (geburik) yang berlaku di
lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata yang sangat terkait dengan kontrak baku adalah kesepakatan mereka
mengikatkan dirinya. Kesepakatan seseorang untuk mengikatkan dirinya
merupakan syarat penentu tentang ada tidaknya perjanjian sehingga dengan adanya
kesepakatan dari para pihak mengenai suatau hal yang diperjanjikan (dan telah
memenuhi syarat lainnya), maka para pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut
berdasarkan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini sangat terkait pula
dengan asas kebebasan berkontrak karena dengan kebebasan yang dimiliki
seseorang untuk mengadakan perjanjian terhadap orang tertentu dengan
persyaratan atau isi perjanjian yang tertentu pula, sangat menentukan ada tidaknya
kesepakatan yang diberikan oleh orang tersebut terhadap orang atau isi perjanjian
yang dimaksud. Oleh karena itu, dalam kontrak baku kebebasan untuk melakukan
kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan
sebebas dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para
pihak dalam menegosiasikan klausul perjanjian, terdapat berbagai pendapat
mengenai kedudukan kontrak baku dalam hukum perjanjian.

Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan, terjadi
apabila salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan atau keadaan jiwa yang
istimewa dari pihak lawan, seperti hubungan antara orang tua dan anak, suami dan
istri, dokter dan pasien, dan lain sebagainya. Pihak yang dirugikan dalam posisi ini
membuat ia sangat mudah dipengaruhi yang disebabkan oleh ganggguan jiwa, usia
lanjut, tidak berpengalaman, kurang pengetahuan dan sebagainya. Berdasarkan
hubungan kepercayaan atau keadaan yang dapat mempengaruhi, maka pihak yang
satu mempunyai keunggulan kejiwaan terhadap pihak yang lain. Pihak yang
dirugikan dibujuk untuk melakukan perbuatan yang sama sekali tidak
dikehendakinya. Pada umumnya tidak dapat menggambarkan akibat perbuatan itu
dan tidak menyadari keadaannya.

Ada ketidakseimbangan yang melekat dalam hubungan antara dokter dan
pasien sehingga bisa merugikan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pasien.
Ketidakseimbangan ini menyangkut hubungan antara dokter dan pasien yang
bersifat paternalistik dan penuh ketidakpastian, kondisi ini yang menimbulkan
hubungan asimetris antara dokter dan pasien. Hubungan antara dokter dengan
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pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik sepertiyang telah di
sebutkan di atas yaitu antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip father
know best.

Biasanya ini disebabkan oleh posisi tawar yang tidak seimbang, dan berat
sebelah karena tidak ada pilihan dari pihak yang dirugikan disertai dengan klausula
dalam kontrak yang sangat tidak adil, sehingga memberikan keuntungan yang tidak
wajar bagi pihak lainnya. Pengadilan Indonesia juga menerapkan doktrin pengaruh
tidak seimbang, bahwa jika salah satu pihak berkedudukan dominan, maka ia dapat
menyalahgunakan kedudukannya itu dan mendorong pihak lain masuk ke dalam
kontrak, dominasi ini dapat bersifat psikologis atau ekonomis.

Apabila dilakukan penyalahgunaan keunggulan, terjadilah penyalahgunaan
keadaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi karena adanya inequality of bargaining
power yang tak dapat dihindari oleh pihak yang lemah dan pihak yang lebih kuat
menyalahgunakannya dengan memaksakan isi kontrak yang memberinya
keuntungan yang tidak seimbang. Posisi yang berbeda-beda dari para pihak dalam
membuat perjanjian dapat menimbulkan perjanjian yang isi perjanjiannya
mengandung atau memuat penyalahgunaan keadaan (misbruik van
omstandigheden).

Penyalahgunaan keadaan yang mana masalahnya adalah mengenai
keunggulan pihak yang satu terhadap pihak lainnya yang pengaturannya belum
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melainkan muncul dari
doktrin dan yurisprudensi. Walaupun demikian, secara umum dikenal dua
kelompok penyalahgunaan keadaan pada penyalahgunaan keadaan ialah
keunggulan itu bersifat ekonomis, atau juga keunggulan kejiwaan atau bisa
keduanya, baik keunggulan ekonomis maupun keunggulan kejiwaan

3.2. Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian
dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Ketentuan pasal 1321 dan pasal 1449 KUHPerdata yang mengatur bahwa
cacat kesepakatan atau cacat kehendak itu terjadi karena adanya
kekhilafan/kesesatan, penipuan dan paksaan.Pasal 1321 KUHPerdata mengatur
bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan dan Pasal 1449 KUHPerdata mengatur
bahwa perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan dan penipuan,
menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tidak mengatur mengenai penyalahgunaan kehendak atau yang sering
disebutMisbruik van Omstandigheden. Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu
syarat cacat kehendak yang berkembang oleh karena perkembangan beberapa
peristiwa hukumdalam hukum kontrak. Terjadinya perbuatan penyalahgunaan



47

keadaan apabila orang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak
lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak
dapat berfikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman
tergerak untuk melakukan suatu pebuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya
mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya.

Memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam KUHPerdata, ternyata
asas kebebasan berkontrak tidaklah bermakna bebas mutlak, karena terdapat
pembatasan yang diberikan oleh beberapa pasal, dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) telah mengatur yang
berhubungan dengan perikatan. Perjanjian sebagai realisasi dari suatu hubungan
hukum yang lahir karena adanya suatu kesepakatan yang diadakan. Perjanjian
adalah hukum bagi pihak-pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian.
Konsekuensi yuridisnya pihak-pihak yang berkepentingan harus mentaati dan
melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatanganinya sebagaimana
yang dimanatkan oleh asas pacta sunt servanda. Sebab itu, perjanjian itu ibarat
undang-undang bagi mereka yang membuat dan menandatanganinya Ketentuan
Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.

Di dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata mengandung asas
hukum salah satunya, adalah asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas ini
dapat melahirkan bentuk perjanjian lisan dan tertulis, melahirkan berbagai macam
perjanjian, dan melahirkan berbagai macam isi perjanjian yang tidak menutup
kemungkinan menyebabkan ketidak seimbangan dalam hak, kewajiban dan
tanggung jawab para pihak. Begitu pula dengan berlakunya asas itikad baik (good
faith) yang mana telah diatur dalam pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata yaitu suatu
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam hal ini pasal 1338 Ayat (3)
KUHPerdata merupakan pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan
berkontrak. Kebebasan para pihak dalam kontrak tidak dapat dilaksanakan
sekehendaknya saja melainkan harus dengan itikad baik.

Mariam Darus Badrulzaman menambahkan, ditinjau dari segi
perkembangan hukum perdata, maka campur tangan pemerintah merupakan
pergeseran hukum perdata ke dalam proses permasyarakatan
(vermaatschspppelijking) untuk kepentingan umum. Sesuai dengan UUD 1954
yang telah melepaskan diri dari konsepsi hukum yang liberal dan menganut
konsepsi hukum yang Pancasilais. Di dalam konkritrnya, hukum perdata khususnya
hukum kontrak mencari bentuk baru demi memenuhi tuntutan itu antara lain
campur tangan pemerintah. Menteri – Menteri yang menyangkut kepentingan
umum dengan demikian akan mendapat perlindungan. Bahkan akhir-akhir ini
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cenderung untuk memperbanyak peraturan-peraturan hukum memkasa (dwinged
recht) demi kepentingan umum untuk melindungi yang lemah.

Dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak ini semakin
digerogoti. “Memang asas ini belum mati dalam arti sebenarnya, namun asas ini
setidak-tidaknya sudah tidak lagi tampil dalam bentuknya yang utuh60”. Faktor-
faktor yang mempengaruhi pembatasan kebebasan berkontrak, yaitu:

a. Semakin berpengaruhnya ajaran itikad baik di mana itikad baik tidak hanya
pada pelaksanaan kontrak tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak;

b. Semakin berkembangnya ajaran penyalahguunaan keadaan (mibruik van
omstandigheden atau undue influence)61.

Setiawan menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak
dipengaruhi oleh:
a. Berkembangnya doktrin itikad baik;
b. Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan;
c. Makin banyaknya kontrak baku;
d. Berkembangnya hukum ekonomi62.

Terlepas semakin tereduksinya supremasi asas kebebasan berkontrak,
keseimbanganpara pihak dalam berkontrak merupakan konsep dasar yang tidak
dapat ditawar. Karena itu dalam diri para pihak yang berkontrak harus terdapat
pemahaman dan penghormatan terhadap hak masing-masing. Oleh karena itu,
dapat dipahami, perkembangan asas kebebasan berkontrak yang cenderung
mengarah pada ketidakseimbangan para pihak kemudian kini telah dibatasi oleh
berbagai ketentuan yang bersifat memaksa antara pertukaran hak dan kewajiban
dapat berlangsung secara proposional.

Untuk mejelaskan makna keseimbangan, AB Massier & Marjanne
Termourshuizen-Arts mengajukan pengertian ketidakseimbangan
(onvenwichtigheid, onvenredigheid). “Untuk penerapannya hakim memperhatikan
adanya indikasi/patokan tertentu yang merupakan dasar bagi kesimpulan bahwa
telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang dimungkinkan karena adanya ketidak
seimbangan kedudukan para pihak63”. Jadi, Messier & Termoshuizen memberi
makna yang sama yang sama untuk kata (everendigheid) yang berarti
keseimbangan, keserasian, keseimbangan (evenredigheidsbeginsel-asas
keseimbangan).

Menurut Nieuwenhuis, dalam kontrak timbal balik adalah:

60Setiawan,Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Cet.I, Alumni,
Bandung, 1992, h. 179.

61Ridwan Khairandy1, Op.Cit., h. 3
62Setiawan, Op.Cit. h.179.
63AB Masser & Marjanne Termorshuizen-Art, Op.cit, h. 30
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Kualitas dari prestasi akan dijustifikasi oleh tertib hukum. Namun demikian,
kontrak harus segera ditolak jika kedudukan faktual satu pihak terhadap pihak
lainnya adalah lebih kuat, karena dapat mempengaruhi cakupan muatan isi
maupun maksud dan tujuan kontrak. Akibat ketidaksetaraan prestasi dalam
kontrak bertimbal balik ialah ketidakseimbangan, sehingga dapat menjadi
alasan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ketidakabsahan
kontrak. Sepanjang prestasi yang dijanjikan bertimbal balik mengandaikan
kesetaraan, maka jika terjadi ketidakseimbangan, perhatian akan diberikan
terhadap kesetaraan dalam pembentukan kontrak, tidak pada hasil akhir dari
prestasi yang ditawarkan secara timbal balik64.

Memperhatikan penjelasan Nieuwenhuis menegenai asas keseimbangan,
dalam kontrak timbal balik sebagaimana diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa
faktor-faktor yang dapat menganggu keseimbangan kontrakbertimbal balik adalah
cara terbetuknya kontrak yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak
setara. Jadi, faktor yang menentukan tegaknya asas ketidakseimbangan, tidak
hanya kesetaraan prestasi yang diperjanjikan oleh para pihak yang mebuat kontrak
tersebut, yang merefleksikan kehendak untuk mewujudkan keadilan pertukaran
kepentingan ekonomi atas barang dan jasa yang diperjanjikan dalam kontrak.

Dalam membuat suatu suatu hubungan hukum atau perjanjian, yang
pertama kali diperhatikan agar perjanjian yang dibuat itu sah harus berdasarkan
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menentukan untuk sahnya perjanjian
diperlukan empat syarat :
a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat perjanjian;
c. suatu hal tertentu;
d. suatu sebab (causa) yang halal.

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dibedakan menjadi dua syarat,
yaitu syarat subyektif (huruf a dan huruf b), yakni syarat yang berkaitan dengan
subyek yang membuat perjanjian, dan syarat obyektif (huruf c dan huruf d), yakni
syarat yang obyek perjanjian. Perbedaan itu membawa konsekuensi yuridis, tidak
terpenuhinya syarat subyektif perjanjian dapat dimintakan pembatalan, sedangkan
tidak terpenuhinya syarat obyektif maka perjanjian batal demi hukum. Maksud dari
dapat dibatalkan perjanjian(syarat subyektif) artinya salah satu pihak dapat
memintakan pembatalan itu, perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah
pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak
meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan
sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan batal demi hukum (syarat Objektif)

64J.H Nieuwenhuis. Op. Cit, h. 122
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artinya adalah dari semula perajnjian dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu
perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, khususnya syarat
kesepakatan merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa
tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak terjadi kontrak. Akan tetapi, walaupun
terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan
bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang
biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan
perjanjian tersebut dimintakan pembatalannya oleh pihak yang merasa dirugikan.

Di dalam KUHPerdata alasan yang dapat dipergunakan untuk
membatalkan suatu perjanjian, apabila tidak memenuhi salah satu syarat subyektif
dan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif. Dan sesuai dengan
kajian ini yakni tidak dipenuhinya syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Artinya adanya cacat kehendak pada waktu pembuatan perjanjian. Adapun alasan
untuk membatalkan suatu perjanjian karena adanya cacat kehendak sebagaimana
tersebut di dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata, yang mengatur 3 (tiga) alasan,
yaitu :
a. Kekhilafan atau kesesatan (dwaling), jo. Pasal 1322 KUHPerdata;
b. Paksaan (dwang), jo. Pasal 1323; Pasal 1324; Pasal 1325; Pasal 1326 dan

Pasal 1327 KUHPerdata; dan
c. Penipuan (bedrog), Pasal 1328 KUHPerdata.

Sehubungan dengan alasan pembatal perjanjian, selain dwang (paksaan),
bedrog (penipuan), dan dwaling (kekhilafan atau kesesatan), Netherland sebagai
negara yang dasar hukum perdatanya diadopsi oleh Indonesia, telah mencantumkan
suatu ajaran baru yaituMisbruik van Omstandigheden (penyalahgunaan keadaan).

Sebagai perbandingan perkembangan dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek
(NBW dapat dilihat dengan adanya penambahan suatu alasan baru untuk
pembatalan perjanjian, dikemukakan disini ketentuan hukum dari NBW
(KUHPerdata Baru Belanda), ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan
perjanjian diatur dalam 2 pasal dalam buku 3 dan 6 yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 3 : 44 lid 1 NBW (dapat dibaca : Buku 3 pasal 44 ayat 1) menyebutkan

bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi adanya :
a. ancaman(bedreiging);
b. penipuan (bedrog);
c. penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).65

2. Pasal 6 : 228 lid 1 NBW (dapat dibaca : pasal 228 ayat 1, Buku 6)
menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruh

65H.P. Panggabean, Op. Cit,h. 39.
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kesesatan (dwaling) dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka
perjanjian itu tidak akan dibuat, maka perjanjian itu dapat di batalkan.

3. Apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua
belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup
walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut.

4. Apabila kedua partij mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu,
seharusnya mereka berusaha mendapatkan penjelasan terlebih dahulu

5. Apabila kedua pihak yang menutup perjanjian mempunyai pandangan keliru
yang menimbulkan kesesatan kecuali dia tidak perlu mengetahui tentang
pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian
yang telah ditutup itu.

6. Pasal 6 : 228 lid 2 NBW : Pembatalan itu tidak dapat didasarkan pada suatu
kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan datang, atau yang
berhubungan dengan dasar dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang
keliru itu adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu.
Dengan ditempatkannya 4 alasan pembatalan perjanjian dalam buku 3

NBW (tentang harta kekayaan pada umumnya) dan pada buku 6 (tentang bagian
umum dari hukum perikatan); dapat diartikan bahwa ajaran penyalahgunaan
keadaan itu akan dapat diterapkan untuk berbagai jenis perjanjian.Dengan
demikian dapat dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia,
termasuk KUHPerdata kita belum atau tidak mengatur tentang pembatalan suatu
perjanjian berdasarkan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).
Meskipun demikian, keabsahan perjanjian mengenai kata sepakat mereka yang
mengikatkan diri tidak hanya semata-mata ditentukan oleh syarat-syarat membuat
perjanjian sebagaimana ditentukan huruf a (sepakat mereka yang mengikatkan diri)
Pasal 1320 KUHPerdata, namun juga harus memperhatikan itikad baik dan/atau
penyalahgunaan keadaan yang berdasarkan produk hukum yurisprudensi. Perihal
tersebut sejalan dengan perkembangan hukum perdata, khususnya hukum
perjanjian dimana telah terjadi pembatasan suatu perjanjian yang lahir
berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Alasan terbentuknya aturan penyalahgunaan keadaan ke dalam NBW
ini sedikit banyak dilatarbelakangi oleh pertimbangan hukum dalam berbagai
putusan Hakim. Terbentuknya ajaran ini disebabkan oleh belum adanya (pada
waktu itu) ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (Belanda) yang mengatur hal ini.
Berdasarkan realita tersebut dapat diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan
hakim tidaklah didasarkan pada salah satu alasan pembatalan perjanjian, yaitu
cacat kehendak klasik (Pasal 1321 KUHPerdata) yang berupa kekhilafan atau
kesesatan, paksaan, dan penipuan. Bilamana dibuat kesimpulan sederhana, dalam
Pasal 1321 KUHPerdata hanya ada kesesatan, paksaan, dan penipuan, namun



52

dalam NBW diatur bahwa dalil cacat kehendak dapat didasarkan pada kekhilafan
atau kesesatan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.

Ajaran penyalahgunaan keadaan sebenarnya bukanlah merupakan hal
yang baru ditemukan dalam penyelesaian perkara dibidang hukum perjanjian
Indonesia. Sejak diterapkan aliran penyalahgunaan keadaan (Misbruik van
Omstandigheden) ke dalam NBW, dalam praktik peradilan di Indonesia pun sudah
menerapkan aliran ini, tetapi belum dirumuskan dalam perundang-undangan
Indonesia.Penyalahgunaan keadaan dimulai dengan yurisprudensi di Belanda yang
menyangkut penyalahgunaan keadaan berdasarkan keunggulan ekonomis terlihat
dalam kasus Bovag II (HR 11 Januari 1957), kasus pensiun janda (HR 29 April
1971) dan kasus Barandwijk/Bouwbureau Barandwijk BV (HR 2 Nopember 1979).
Selanjutnya untuk penyalahgunaan dikarenakan keunggulan kejiwaan terdapat
kasus Van Elmbt/Feierabend (HR 2 Mei 1964), kasus Bluijssen/Kolhorn (HR 13
Juni 1975) dan kasus Hart van Afrika (HR 18 Februari 1978). Berdasarkan
yurisprudensi yang ada di Belanda, maka ajaran penyalahgunaan keadaan yang
berkembang adalah penyalahgunaan berdasarkan keunggulan ekonomi dan
keunggulan kejiwaan.

Berikut atas kasus Bovag II (HR 11 Januari 1957), NJ 1959, 57, yang
mana penyalahgunaan keadaan berdasarkan keunggulan ekonomi, posisi kasusnya
sebagai berikut:

Mozes menyerahkan mobilnya untuk direparasi oleh Uitig & Smits, suatu
bengkel mobil yang tergabung dalam Bovag (persatuan perusahaan yang
bergerak di bidang reparasi mobil); Pada suatu uji coba yang dilakukan oleh
montir Uitig & Smits tadi terjadi tabrakan; Uitig & Smits digugat oleh
perusahaan asuransi yang menutup perjanjian dengan si korban (Mozes);
Uitig & Smits menolak, dan menyatakan bahwa dalam klausula Bovag
memuat ketentuan bahwa ‘rekanan kami, dalam hal ini Mozes,
bertanggungjawab atas setiap kerugian dan pertanggungjawaban yang timbul
terhadap pihak ketiga’ (dalam hal ini tuntutan perusahaan asuransi terhadap
Uitig & Smits).

Pertimbangan Hoge Raad dalam putusannya menyatakan bahwa
klausula yang merugikan satu pihak itu dinyatakan cacat hukum karena pada
saat diadakan perjanjian, pihak yang dirugikan telah menerima beban yang
beratnya tidak seimbang, keadaan mana telah disalahgunakan pihak pengusaha
(iktikad buruk); Pertimbangan Hoge Raad ini menjadi salah satu dasar untuk
pembuat Undang-Undang di Belanda untuk memasukkan ajaran penyalahgunaan
keadaan sebagai syarat pembatalan perjanjian dalam NBW.

Di dalam NBW, penyalahgunaan keadaan yang dapat dijadikan dasar
pembatalan perjanjian (perbuatan hukum) ditentukan empat syarat, yaitu:



53

1. Bizondere omstandigheden (keadaan-keadaan istimewa) keadaan-keadaan
ini meliputi keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang
waras, dan tidak berpengalaman.

2. kenbaarheid (suatu hal yang nyata) disyaratkan bahwa salah satu pihak
mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan
istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup (membuat) suatu perjanjian.

3. Misbruik (penyalahgunaan) salah satu pihak telah melaksanakan
perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa
dia seharusnya tidak melakukannya.

4. Causaal verband (hubungan kausal) adalah penting bahwa tanpa
menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.
Sudikno Mertokusumo menerjemahkan pendapat dari Van Dunne dan

Van den Burght yang menyatakan bahwa:

pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan
isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat
lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan
pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan para pihak itu tanpa
cacat66.

Juga diterjemahkan pendapat Van Dunne bahwa penyalahgunaan keadaan
juga berhubungan dengan terjadinya kontrak. Penyalahgunaan keadaan
tersebut menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak,
menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau
maksudnya menjadi tidak diperbolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang
disalahgunakan itu menjadi tidak bebas. Demikian, tidaklah tepat menyatakan
perjanjian yang terjadi di bawah pengaruh penyalahgunaan keadaan akan
selalu bertentangan dengan kebiasaan yang baik yang menyangkut isi perjanjian
itu sendiri (sebab yang halal). Maka dari itu, penyalahgunaan keadaan menjadi
faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk
menentukan persetujuan antara kedua belah pihak. Penggolongan
penyalahgunaan keadaan tersebut sebagai salah satu bentuk cacat kehendak dalam
kesepakatan, adalah hal yang tepat.

Salah satu asas fundamental di dalam hukum perjanjian atau hukum
kontrak yang berasal dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata adalah asas
kebebasan berkontrak. Asas ini merupakan asas yang bersifat universal. Dan
menurut Adam Smith bahwa “asas kebebasan berkontrak merupakan refleksi dari

66J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght,Op.Cit. h.11.
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perkembangan paham pasar bebas67”. Asas kebebasan berkontrak akhirnya
mempengaruhi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dimana pihak dalam
hubungan hukum itu berposisi pada pihak yang kuat, sehingga dapat menentukan
isi perjanjian, yang berbeda dengan pihak yang mana posisinya sangat lemah,
karenan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penawaran tentang
kesepakatan sehubungan dengan isi perjanjian, mengenai persyaratan, hak,
kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak.

Posisi pihak yang lebih unggul di dalam membuat perjanjian berbeda
dengan pihak yang berposisi lemah dapat menimbulkan perjanjian yang isinya
mengandung atau memuat penyalahgunaan keadaaan (misbruik van
omstandigheden). Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu bentuk cacat
kehendak dalam suatu perjanjian. Cacat kehendak dalam perjanjian itu terjadi pada
tahap prakontraktual, yakni cacat kehendak pada waktu merealisasikan kata
sepakat di dalam perjanjian, yakni saat persesuaian pernyataan kehendak pihak satu
dan pihak yang lain. Jelasnya kata sepakat dari pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian tidak merupakan sepakat yang bebas, dimana tidak ada keseimbangan
pada saat tawar menawar isi perjanjian.

Perjanjian prakontraktual disampaikan dalam bentuk penawaran (offerer)
kepada pihak lain (offeree). Karakteristik pertama dari janji prakontrak
adalahpenawaran, penawaran dapat dimaknai sebagai The manifestations of
willingness to enter into a bargain, so made as to justify another person in
understanding that his assent to that bargain is invited and will counclude it.
Terjemahan bebas:Penawaran mengandung janji dari si penawar untuk
mengadakan suatu persetujuan (kontrak) dengan pihak yang ditawari (offerer) jika
pihak yang ditawari menerima janji tersebut.Penawaran dalam arti persuasif
mengandung makna bahwa pernyataan dalam penawaran berupaya memberikan
keyakinan secara psikologis bagi pihak lain agar bersedia menerima penawaran
dimaksud dan selanjutnya menyatakan komitmennya pula untuk membentuk
kontrak yang dikehendaki.

Adanya penerimaan (Acceptence) terhadap janji karakteristik kedua dari
janji prakontrak adalah adanya penerimaan dari pihak lain (Offeree). Penerimaan
inilah yang menentukan bahwa suatu janji prakontrak mengikat (binding) para
pihak dalam prakontrak. Penerimaan merupakan respon atau tanggapan dari offeree
atau pihak yang ditawarkan dari pihak offerer. Tanggapan yang menerima secara

67Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang
Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir
Indonesia, Jakarta, 1993, h.17.
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menyeluruh tawaran tersebutlah yang disebut dengan penerimaan yang
menandakan terjadinya pertemuan penawaran dan penerimaan.

Aturan dalam Pasal 1321 KUHPerdata tentang alasan untuk membatalkan
perjanjian karena adanya cacat kehendak (wilsgebreke) dalam kesepakatan terjadi
jika terdapat keadaan tidak normal, dalam arti terdapat unsur-unsur meliputi:
kekhilafan atau kesesatan (dwaling), kekerasan /paksaan(berdreiging,dwang), dan
penipuan(bedrog) dalam proses terjadinya kesepakatan yang dilakukan oleh satu
atau lebih pihak yang membuat kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1321
sampai dengan 1328 KUHPerdata. Selain itu, juga terdapat unsur penyalahgunaan
keadaan (misbruik van omstandigheden) yang belum diatur secara normatif dalam
KUHPerdata, tetapi berkembang dalam doktrin hukum dan yurisprudensi.

Selain ketiga alasan klasik yang terdapat dalam Pasal 1321 KUHPerdata,
penyalahgunaan keadaan kini telah menjadi alasan lain untuk membatalkan kontrak
karena cacat kehendak yang belum diatur dalam peraturan perundang- undangan,
melainkan berasal dari konstruksi hukum yang diakui yurisprudensi Mahkamah
Agung di Indonesia. Penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang
membatasi adanya kehendak yang bebas dalam pembuatan kontrak telah diterima
Mahkamah Agung, antara lain dalam putusan No. 2230K/Pdt/1985 dalam kasus PT.
Adamson lawan PT. BSN dan putusan No. 2464K/Pdt/1986 dalamkasus Hotel
Medan Utara lawan Bank Eksport Import Indonesia. Penerimaan
ajaranpenyalahgunaan keadaan ini oleh yurisprudensi merupakan upaya peradilan
untukmelindungi pihak yang lemah dari perbuatan sewenang-wenang pihak yang
secarasituasi ataupun sosial ataupun jabatan sangat kuat dan mendominasi dalam
memaksapihak yang lemah untuk tidak mempunyai pilihan lain selain
menandatangani kontrak,dimana akhirnya kontrak tersebut sangat merugikan pihak
yang lemah.

Putusan Mahkamah Agung No. 3431K/Pdt/1985 dalam kasus Sri
Setianingsih lawan Ny. Boesono dan R. Boesono:

Dalam kasus ini Sri Setianingsih selaku penggugat telah meminjamkan
sejumlah uang kepada Ny. Boesono dan R. Boesono selaku tergugat dengan
syarat bunga 10% per bulan dan buku pembayaran pensiun diserahkan sebagai
jaminan dari pinjaman tersebut. Mahkamah Agung mempertimbangkan,
bahwa kedua isi yang menjadi syarat pinjaman tadi bertentangan dengan
kepatutan dan keadilan, sehingga secara ex aqui et bono dianggap patut dan
adil bila besarnya bunga adalah 1% per bulan, apalagi penggugat adalah
purnawirawan dan tidak mempunyai penghasilan lain. Bunga yang telah
dibayar oleh penggugat sebesar Rp. 400.000.- harus dianggap sebagai
pembayaran pokok pinjaman, sehingga sisa hutang yang harus dibayar lagi
oleh tergugat sebagai sisa pokok pinjaman menjadi sebesar Rp. 194.000.-
Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah Agung memberi putusan pada
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pokoknya sebagai berikut: (1) Mengabulkan permohonan kasasi dari
pemohon-pemohon kasasi Ny. Boesono dan R. Boesono; (2) Membatalkan
putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Blora; (3) Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk
membayar hutangnya sekaligus sebesar Rp. 194.000.000.

Meskipun dalam putusan yang di putuskan oleh Mahkamah Agung tersebut
tidak disebutkan secara tegas, bahwa pertimbangannya didasarkan atas
penyalahgunaan keadaan, namun oleh Henry Panggabean dikatakan secara tidak
langsung peradilan kasasi ini telah menerapkan suatu ajaran penyalahgunaan
keadaan, baik mengenai unsur kerugian (materiil) maupun mengenai unsur
penyalahgunaan kesempatan oleh pihak penggugat. Putusan Mahkamah Agung
dimaksud telah pula diberi catatan oleh Kusumah Atmadja, yaitu dengan
menyatakan, bahwa dalam hal ini hakim telah memperhatikan adanya indikasi
tertentu yang menjadi dasar bagi kesimpulan, yaitu telah terjadi penyalahgunaan
keadaan yang dimungkinkan karena adanya suatu ketidakseimbangan dan
ketidakserasian kedudukan antara para pihak. In casu ternyata bunga sebesar 10%
per bulan, sedang tergugat selaku debitur hanyalah seorang purnawirawan, di
samping itu buku pembayaran pensiun dijadikan jaminan.

Dalam hal ini Ridwan Khairandiy mengemukakan pandangan lain,dengan
mengatakan bahwa:

Kasus yang diputus Mahkamah Agung tadi dapat dilihat dari dua
sisi .pertama,dari sisi proses terjadinya kesepakatan atau kontrak yang
dengannya dapat diterapkan ajaran penyalahgunaan keadaan,dan keduadari
sisi kerasionalan dan kepatutan prestasi para pihak dalam kontrak yang
relavan dengan doktrin adanya itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, karena
justeru pengadilan mengarahkan pertimbangannya kepada adanya ketidak
patutan atau ketidak adilan prestasi yag dipikul oleh tergugat. Pertimbangan
ini merupakan unsur utama ajaran itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.
Sementara pengadilan tidak menelusuri leih jauh mengenai ada tidaknya cacat
kehendak dalam pembentukan kesepakatan diantara para pihak,yang menjadi
dasar untuk diterapkannya ajaran penyalahgunaan keadaan68.

Mencermati catatan-catatan yang dikemukakan tadi,meskipun terjadi tarik
menarik dengan asas itikad baik,tetapi tidak salah bila putusan Mahkamah Agung
tersebut dikaitkan dengan faktor telah terjadinya penyalahgunaan keadaan,yang
didasarkan pada kedudukan tidak seimbang antara para pihak dalam pembuatan
kontrak. Ketidak seimbangan itu terindikasi dari syarat,yakni bunga sebesar
10 %per bulandan buku pensiun yang dijadikan sebagai jaminan, yang

68Ridwan Khairandy, Op.Cit, h.320-321.
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menunjukkan Ny.Boesono dan R.Boesono dalam posisi tawar yang lemah dan Sri
Setianingsih berada dalam posisi yang unggul,sehingga Ny. Boesonodan R.
Boesono dalam keadaan terpaksa menerimah syarat yang dimintakan oleh Sri
Setianingsih. Dalam konteks ini dengan mengutip Van Der Burght,
penyalahgunaan keadaan terjadi karena adanyapengaruh khusus yang berperan
pada saat pembuatan persetujuan,dimana pihak yang dirugikan menanggung beban
yang tidak seimbang dengan yang semestinya yang disebabkan tekanan situasi dan
kondisi yang disalahgunakan oleh pihak lawannya69.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1904K/Sip/1992,dalam kasus Luhur
Sundoro lawan Dr. Soetardjo, dkk. dipandang juga sebagai yurisprudensi yang
tepat untuk melihat penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia. Dasar
pertimbangan hakim yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan keadaan,
adalah :

(1) walaupun akta notaris yang memuat Dr.Soetardjo (terlawan III) memberi
kuasa kepada Luhur Sundoro (pelawan) untuk antara lain menjual rumah
sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada diri pelawan sendiri, di
anggap sah, namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut
yang sebelumnya bermula dari surat pengakuan hutang dari terlawan III
dengan menjamikan rumah sengketa, yang karena tidak dapat dilunasi
pada waktunya,maka dirubah menjadi kuasa untuk menjual beli rumah
tersebut, sebenarnya merupakan perjanjian semu untuk menggantikan
perjanjian asli yang merupakan hutang piutang.

(2) karena terlawan III terikat pula dengan hutang-hutang lainnya yang sudah
memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka ia berada
dalam posisi lemah dan terdesak, sehingga terpaksa menandatangani
perjanjian-perjanjian dalam akta notaris yang bersifat memberatkan
baginya, maka perjanjian berikutnya dapat diklasifikasikan sebagai
kehendak satu pihak (eenzijdig contract) yang itu adalah tidak adil
apabila diperlakukan sepenuhnya terhadap terlawan III.

(3) ternyata terhadap rumah sengketa telah diletakkan sita jaminan terhadap
barang milik tergugat (conservatoir beslag) dalam perkara lain yang
sudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka
dirasakan tidak adil,dan kreditur lain akan sangat dirugikan apabila
perlawanan pelawan diterima.

(4) karena terlawan III mengakui mempunyai hutang kepada pelawan,dan
telah menjaminkan rumah miliknya dan memberi kuasa kepada pelawan
untuk memasang hipotik pertama,maka harus dianggap bahwa rumah
sengketa telah dijaminkan kepada pelawan untuk melunasi hutangnya
yang untuk adilnya ditambah ganti rugi sebesar 2% sebulan terhitung
sejak tanggal terjadinya hutang tersebut.

69Gr.van der Burght, Buku Tentang Perikatan, saduran F.Tengker, Mandar
Maju,Bandung, 1999, h.6.
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Dari pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan Mahkamah Agung,
pelawan (pemohon) dipandang telah menyalahgunakan keadaan,karena terlawan
(termohon) berada dalam posisi lemah dan terdesak, sehingga terpaksa
menandatangani akta jual beli rumah sebagai pengganti akta hutang piutang. Oleh
Mahkamah Agung perjanjian ini diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak
(eenzijdig contrac) yang tidak adil apabila diterapkan kepada pihak yang
dirugikan.dalam posisi demikian, terlawan berada dalam keadaan tertekan,sehingga
mengakibatkann adanya ketidak bebasan dalam menentukan
kehendaknyaberhadapan dengan pelawan yang berada dalam posisi unggul secara
ekonomis maupun secara psikologis, dan memanfaatkan keunggulan tesebut untuk
memaksakan kehendaknya kepada terlawan. Tidak berbeda dengan apa yang
dikatakan oleh Van der Brught terdahulu, Purwahid Patrik menyatakan
penyalahgunaan yang berbeda dalam posisi terdahulu, Purwahid Patrik menyatakan
bahwa:

Penyalahgunaan keadaan terjadi bila orang mengetahui atau seharusnya
mengerti bahwa pihak lain karena keadaan khusus, seperti keadaan darurat,
ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang banormal
atau tidak berpengalaman, tergerak untuk melakukan perbuatan hukum,
meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti, bahwa sebenarnya ia harus
mencegahnya70.

Dalam hal memeriksa dan mengadili suatu perkara hakim mempunyai
otonomi. Artinya hakim tidak harus bersumber pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang dalam hal ini KUHPerdata. Bilamana dengan metode
interpretasi dan/atau konstruksi Hakim tidak menemukan hukumnya, maka dapat
bersumber pada yurisprudensi.Menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja:

penyalahgunaan keadaan dianggap sebagai faktor yang membatasi atau
mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan kesepakatan
antara para pihak, yang disebabkan adanya ketidakseimbangan dan
ketidakserasian kedudukan para pihak. Jadi, penyalahgunaan keadaan bukan
causa yang tidak halal, meskipun pihak yang dirugikan tidak mendalilkannya
sebagai alasan untuk menyatakan batalnya kontrak, hakim ex officio wajib
mempertimbangkannya. Penyalahgunaan keadaan adalah cacat kehendak,
karena lebih sesuai dengan kontruksi hukum dalam hal seseorang yang
dirugikan menuntut pembatalan kontrak71.

70Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian,Mandar Maju, Bandung, 1994,
h.64.

71Z. Asikin Kusumah Atmadja dan Cohan. Undue Influence Bovag Arrest II-
HR,1986, h. 87.
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Penyalahgunaan keadaan adalah faktor pembatas dan pengganggu
kehendak yang bebas untuk menyepakati kontrak diantara para pihak.
Penyalahgunaan keadaan ini bertentangan dengan asas kebebasan membuat
kontrak dan asas konsensualitas, karena mengganggu eksistensi kontrak. Jadi, logis
bahwa suatu kontrak yang kesepakatannya terjadi karena adanya penyalahgunaan
keadaan, sehingga tidak sesuai dengan kehendak, maka eksistensi kontrak itu akan
dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. Kemudian, kerugian akibat
penyalahgunaan keadaan harus dibuktikan di pengadilan untuk pembatalan
kontraknya. Kerugian yang harus dibuktikan itu tidak hanya kerugian yang bersifat
materil, tetapi mencangkup pula kerugian yang bersifat immateril.


